Aiabilhos (Goerla
lisvansi Petaeifl

== e R

PENGADILAN NEGERI KLAS IB SAMPIT
JL. H. M. Arsyad No. 36 Sampit 74322
Telp./Fax. (0531) 21008, 21249
EMail : info@pn-sampit.go.id Website: www.pn-sampit.go.id




KATA PENGANTAR

Bismillahirahmanirrahim

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas
berkat dan rahmat-Nya, Pengadilan Negeri Sampit telah berhasil menyusun
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017.

Penyusunan LKjIP Tahun 2017 Pengadilan Negeri Sampit, dimaksudkan
sebagai media pertanggungjawaban keberhasilan dan atau kegagalan
Pengadilan Negeri Sampit dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam

rangka pencapaian visi dan misi organisasi sesuai rencana kinerja.

Substansi dari LKjIP ini menginformasikan capaian kinerja Pengadilan Negeri
Sampit dalam Tahun 2017, yang terkait dengan proses pencapaian tujuan dan
sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2017,
yang sekaligus merupakan laporan akuntabilitas kinerja Pengadilan Negen
Sampit. Dengan diterbitkannya LKjIP Tahun 2017 ini diharapkan dapat
memberikan gambaran dan manfaat nyata yang dapat diberikan Pengadilan
Negeri Sampit kepada masyarakat, dan pihak-pihak yang berkepentingan,

sehingga dapat memperoleh informasi yang akurat, relevan dan transparan.

Akhir kata, kami berharap agar LKjIP Tahun 2017 ini dapat menjadi media
pertanggungjawaban kinerja dan media evaluasi untuk menilai kinerja bagi
aparatur Pengadilan Negeri Sampit.

Sampit, \S Januari 2018
ilan Negeri Sampit,

UNG DWIKORA, S.H., M.H.
NIP. 19640503 199212 1 00
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IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Sampit (LKjIP) Tahun 2017
ini dimaksudkan untuk menginformasikan capaian kinerja Pengadilan Negeri
Sampit Kelas IB selama Tahun Anggaran 2017. Capaian kinerja tersebut adaiah
capaian tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan
dalam rencana strategis Pengadilan Negeri Sampit 2015 - 2019 secara konsisten,
terus-menerus dan berkesinambungan. LKjIP Tahun 2017 Pengadilan Negeri
Sampit yang merupakan pertanggungjawaban serta menjelaskan keberhasilan
dan atau kegagalan yang dicapai Pengadilan Negeri Sampit selama Tahun
2017.

Secara umum, tingkat realisasi terhadap target kinerja sasaran strategis yang

ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2017 Pengadilan Negeri Sampit

adalah sebagai berikut :
1. | Meningkatnya a. | Persentase mediasi yang 5 0 0
penyelesaian menjadi akta perdamaian | '
perkara b. | Persentase sisa perkara i .
tahun lalu yang W‘
diselesaikan J 9
- Perdata | 25 27 . 108
- Pidana 120 124 | 1033
c. | Persentase perkara yang |
diselesaikan
- Perdata : Gugatan 30 21 |70
Permohonan 350 3%4 1011
- Pidana : Biasa/Khusus | 500 404 80,8
Singkat | 5 | 4 . 80
Cepat 25 21 | 84
Lalu lintas 7000 | 6949 | 9927
d. | Persentase perkara yang [ }
diselesaikan dalam jangka | 8000 7753 | 9691
waktu maksimal 6 bulan |
e. | Persentase perkara yang ;
diselesaikan dalam jangka 10 4 - 40
waktu lebih dari 6 bulan |
2. | Peningkatan Persentase perkara yang tidak !
aksepbilitas mengajukan upaya hukum : |
putusan Hakim Perdata : %
- Banding 15 15 .16
- Kasasi 10 10 n
- Peninjauan Kembali 10 10 0
Pidana : -
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- Banding 15 10 9
- Kasasi 20 10 {6
- Peninjauan Kembali 0 0 1 0
Peningkatan a. | Persentase berkas yang T
efektifitas diajukan banding, kasasi 50 % | 9
pengelolaan dan PK yang disampaikan
penyelesaian secara lengkap
perkara b. | Persentase berkas yang .
diregister =~ dan  siap | 8000 7753 | 96,91
didistribusikan ke Majelis |
c. | Persentase penyampaian
pemanggilan sidang dan ;
pemberitahuan isi 1000 804 | 804
putusan  tepat  waktu, i
tempat dan para pihak ]
d. | Persentase penyitaan tepat 600 601 1001
waktu dan tempat
e. | Ratio  Majelis Hakim 3
. 8000 7753 96,91
terhadap perkara
f. | Presentase responden
yang puas terhadap 110 11 100,9
proses peradilan
Peningkatan a. | Persentase perkara prodeo 2 2 100
aksesibilitas yang diselesaikan !
masyarakat b. | Persentase (amar) putusan }
terhadap peradilan perkara (yang menarik i
(access to justice). perhatian masyarakat) _
yang dapat diakses secara 0 0 0
on line dalam waktu
maksimal 1 hari kerja
sejak diputus
Meningkatnya Persentase permohonan
kepatuhan eksekusi atas putusan perkara
terhadap putusan | perdata yang  berkekuatan 5 5 4
pengadilan hukum tetap yang
ditindaklanjuti
Meningkatnya a. | Persentase pengaduan
kualitas masyarakat yang 0 0 0
pengawasan ditindaklanjuti
b. | Persentase temuan hasil |
pemeriksaan internal dan 0 0 | 0
eksternal yang ditindak !
lanjuti :
Peningkatan a. | Persentase pegawai yang !
Kualitas Sumber lulus diklat teknis yudisial 10 7 70
Daya Manusia |
b. | Persentase pegawai yang 5 g 20

lulus diklat non yudisial
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BAB I e

PENDAHULUAN

A.  Latar Belakang

Ketika reformasi bergolak di Indonesia, segenap komponen bangsa
terpacu untuk memperbaiki dan mengembangkan sistem, tata kelola dan
upaya-upaya lainnya ke arah kemajuan. Semangat itu pulalah yang
mendorong untuk mendayagunakan aparatur negara guna mewujudkan
masyarakat madani yang dicita-citakan. Tidak dapat dipungkiri pula bahwa
aparatur negara yang ideal merupakan keniscayaan hakiki bagi
keberlangsungan pembangunan nasional.

Pada era penyelenggaraan pemerintah 2010 - 2014, telah ditetapkan 11
(sebelas) prioritas pembangunan nasional yang menempatkan Reformasi
Birokrasi dan Tata Kelola sebagai prioritas pertama untuk dilaksanakan
sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010 -
2014.

Untuk melaksanakan amanat strategis tersebut Mahkamah Agung
Republik Indonesia sebagai salah satu puncak kekuasaan kehakiman serta
peradilan negara tertinggi yang mempunyai posisi dan peran strategis di
bidang kekuasaan Kehakiman karena tidak hanya membawahi 4 (empat)
lingkungan peradilan tetapi juga sebagai puncak manajemen dibidang
administrasi, personil dan finasial serta sarana prasarana. Kebijakan “satu
atap”, memberikan tanggung jawab dan tantangan karena Mahkamah Agung
Republik Indonesia dituntut untuk menunjukan kemampuannya guna
mewujudkan organisasi sebagai lembaga yang profesional, efektif, efesien,
transparan serta akuntabel dalam kerangka pembaharuan peradilan yang
“komprehensif dan sistematis” demi tercapainya cita-cita pembaharuan badan

peradilan secara utuh.
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Pengadilan Negeri Sampit yang merupakan salah satu Pengadilan
Tingkat Pertama Kelas IB dibawah Pengadilan Tinggi Palangka Raya dalam
naungan Direktorat Peradilan Umum dilingkungan Mahkamah Agung
Republik Indonesia, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999
tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, diwajibkan untuk
mempertanggungjawabakan tugas dan fungsi, serta perannya dalam
pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya

berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan peradilan adalah
melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu memutuskan
suatu sengketa/meyelesaikan suatu masalah hukum guna menegakkan hukum
dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dengan didasari

keagungan, keluhuran, dan kemuliaan institusi.

Amandemen Ketiga Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 menegaskan sifat dan karakter kekuasaan kehakiman dengan
menyatakan “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.' Di dalam
Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 juga dikemukakan “Kekuasaan
Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan
guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum
Republik Indonesia” *

1. Kedudukan
Pengadilan Negeri Sampit Kelas IB adalah suatu Pengadilan Tingkat
Pertama Kelas I dibawah Pengadilan Tinggi Palangka Raya dalam

! Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
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Direktorat Peradilan Umum dilingkungan Mahkamah Agung RI yang
merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan
pada  umumnya 3 dengan wilayah hukum mencakup Kabupaten
Kotawaringin Timur (Sampit) dan Kabupaten Seruyan (Kuala Pembuang)
Propinsi Kalimantan Tengah.

2. Tugas Pokok
Sesuai dengan Pasal 50 BAB Kekuasaan Pengadilan, Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pengadilan Negeri Sampit
mempunyai tugas dan wewenang memeriksa, memutuskan dan

menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata ditingkat pertama.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pengadilan Negeri Sampit memiliki

fungsi sebagai :

a. Melaksanakan penerapan/penegakan hukum yang mandiri dan
berkualitas pada tingkat pertama di wilayah hukum Kabupaten
Kotawaringin Timur (Sampit) dan Kabupaten Seruyan (Kuala
Pembuang) Propinsi Kalimantan Tengah;

b. Memberikan pelayanan dan bantuan tentang hukum bagi masyarakat
atau pencari keadilan di wilayah hukum yang mencakup Kabupaten
Kotawaringin Timur (Sampit) dan Kabupaten Seruyan (Kuala
Pembuang) Propinsi Kalimantan Tengah;

c. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum
kepada instansi pemerintah di wilayah hukum yang mencakup
Kabupaten Kotawaringin Timur (Sampit) dan Kabupaten Seruyan
(Kuala Pembuang) Propinsi Kalimantan Tengah;

d. Memberikan data dan informasi administrasi perkara, personil,

finansial dan sarana prasarana baik kepada instutusi internal maupun

3 Pasal 2 Undang-Undang No 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 2 Tahun 1986
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eksternal dalam hal ini baik kepada masyarakat umum/perseorangan,
institusi pemerintah, organisasi kemasyarakatan, dalam dunia
pendidikan maupun pihak asing. Dalam hal ini setelah data dan
informasi tersebut diseleksi mengacu pada Undang Undang Nomor

14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

C.  Sistimatika Penyajian

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan
Negeri Sampit berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010.

Sistimatika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Sampit Tahun 2017 sebagai berikut :

L. PENDAHULUAN
Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan
kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic

issued) yang sedang dihadapi Pengadilan Negeri Sampit.

II. PERENCANAAN KINERJA
Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Pengadilan
Negeri Sampit Tahun 2017.

HI. AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Organisasi
Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja Pengadilan Negeri
Sampit untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis
Pengadilan Negeri Sampit sesuai hasil pengukuran kinerja

Pengadilan Negeri Sampit.
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B. Realisasi Anggaran
Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan

yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Pengadilan

Negeri Sampit sesuai dengar dokumen Perjanjian Kinerja.

IV, PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja Pengadilan
Negeri Sampit serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan

Pengadilan Negeri Sampit untuk meningkatkan kinerjanya.
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BAB II @

PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Sampit 2015 - 2019
mengacu kepada Cetak Biru Pembaharuan Pengadilan 2010 - 2035 Mahkamah
Agung (MA) Republik Indonesia dan Renstra Mahkamah Agung yang pada
hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya
terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya
melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan
pembaharuan terhadap sistem, kebijakan peraturan perundang-undangan
kelembagaan peradilan termasuk pembinaan sikap dan prilaku aparatur
peradilan serta pengawasan dan pengendalian manajemen agar tercapai
efektifitas, efesiensi dan produktifitas dalam mewujudkan dan mencapai cita-

cita menjadi “Terwujudnya Badan Peradilan yang Agung”.

Renstra Pengadilan Negeri Sampit 2015 - 2019 merupakan perencanaan
jangka menengah Pengadilan Negeri Sampit yang berisi tentang gambaran
sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima)
tahun oleh Pengadilan Negeri Sampit berserta strategi yang akan dilakukan
untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang

diamanahkan.

Secara ringkas subtansi Renstra Pengadilan Negeri Sampit dapat

diilustrasikan sebagai berikut :

Visi Mahkamah Agung yang akan menjadi pandangan dan arah ke depan
sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai
sasaran atau target yang ditetapkan dalam 5 (lima) tahun ke depan dan telah
ditetapkan dalam Cetak Biru Mahkamah Agung 2010 - 2035. Maka Visi

Pengadilan Negeri Sampit adalah :

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Sampit helas IB Tahun 2017

[6 L




PENGADILAN NEGERI SAMPIT KELAS IB
JLH. M. Arsyad No. 36 Sampit 74322 Telp./Fax. (0531) 21008, 21249

Email : infor*pn-sampit.go.id Website: www pn-sampit.go id
“TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN

PENGADILAN NEGERI SAMPIT KELAS 1 BYANG AGLUNG”.
Visi dimaksud bermakna sebagai berikut :

Menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggara;kan
peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan melalui kekuasaan
kehakiman yang merdeka dan penyelenggaraan peradilan yang jujur dan adil.
Fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan adalah pelaksanaan
fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu menyelesaikan suatu perkara
guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-
undang Dasar 1945, dengan didasari keagungan, keluhuran dan kemuliaan
institusi.
Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan Misi Pengadilan Negeri Sarhpit,
yaitu :
1.  Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Sampit Kelas IB;
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari
Keadilan;
3. Meningkatkan Kualitas Keadilan Kepemimpinan Pengadilan Negeri
Sampit Kelas IB;
4.  Meningkatkan Kredibilitas, Akuntabilitas, dan Transparansi Pengadilan

Negeri Sampit Kelas IB.

Dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Negeri Sampit seperti
yang telah dikemukakan terdahulu, maka visi dan misi tersebut harus
dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa
perumusan tujuan strategis organisasi. Tujuan strategis merupakan
penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau
dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Pengadilan
Negeri Sampit berusaha mengidentifikasi apa yang akan dilaksanakan oleh

organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dalam memformulasikan tujuan
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strategis ini dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang

dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan

memungkinkan Pengadilan Negeri Sampit untuk mengukur sejauh mana visi

dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan

visi dan misi organisasi. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai

berikut :

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui
proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;

2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui
pemanfaatan teknologi informasi;

3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan
terpinggirkan;

4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53
Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja
pada dasarnya adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari
pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih
rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator
kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah
dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur
tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang
tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan
atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang
seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga
terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Tujuan khusus Perjanjian

Kinerja antara lain adalah :
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1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah
untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja
Aparatur;

2. Menciptakan tolok aparatur;

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan
sasaran organisasi dan sebagai dasar pernberian penghargaan dan sanksi;

4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring,
evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima
amanah;

5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Masing-masing Unit Eselon I Mahkamah Agung dan jajaran peradilan
yang berada dibawahnya menyusun dokumen Perjanjian Kinerja yang
merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan
dengan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan
sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Pengadilan Negeri Sampit telah
membuat Perjanjian Kinerja tahun 2017 secara berjenjang sesuai dengan
kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Perjanjian Kinerja ini telah mengélcu
pada Renstra Pengadilan Negeri Sampit 2015 - 2019. Oleh karena itu Indikator-
indikator kinerja dan target tahunan yang digunakan dalam perjanjian kinerja
ini adalah indikator kinerja utama Pengadilan Negeri Sampit yang telah
ditetapkan dan telah diintegrasikan dalam Renstra Pengadilan Negeri Sampit
2015-2019.

Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Sampit Tahun 2017 adalah sebagai

berikut : ,

1. | Terwujudnya proses | Persentase  produktifitas ~memutus 959% !
peradilan  yang  pasti, | perkara i
transparan dan akuntabel | Clearance Rate 90%

Persentase penyelesaian perkara tepat 100% 1
waktu ! |
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Persentase  penurunan  tunggakan
perkara 4%
Persentase  perkara yang tidak |
) 30%
mengajukan upaya hukum
Persentase perkara pidana melalui 100%
Sistem Peradilan Pidana Terpadu
Persentase perkara pidana melalui 100%
Sistem Peradilan Pidana Anak
Meningkatkan Persentase keberhasilan penyelesaian :
; ; 80% |
penyederhanaan proses | perkara melalui small claim court |
penanganan perkara | Persentase keberhasilan penyelesaian 1
. : . 100%
melalui pemanfaatan | perkara melalui mediasi !
teknologi informasi Persentase percepatan penyelesaian L
perkara 10056 |
Meningkatnya akses | Persentase perkara yang diselesaikan ! -
peradilan bagi masyarakat | melalui pembebasan biaya/prodeo :
miskin dan terpinggirkan Persentase perkara yang diselesaikan 10%
Persentase perkara yang | melalui sidang keliling/zitting plaats
diselesaikan melalui | Persentase perkara vang terlayani —
pembebasan biaya/prodeo | melalui posyankum E ’
Persentase identitas hukum yang
terpenuhi 90%
Terwujudnya sistem | Integrasi informasi perkara secara 100%
manajemen sistem | elektronik :
informasi yang terintegrasi | Transparansi kinerja peradilan dan | ,
dan menunjang sistem | manajerial secara efektif dan efisien :
peradilan yang sederhana, | (penguatan regulasi) | 100%
transparan dan akuntabel 1 i
Terwujudnya pelaksanaan | Persentase pengaduan yang | o000
pengawasan kinerja aparat | ditindaklanjuti |
peradilan secara optimal | Persentase temuan yang | 00
baik internal maupun | ditindaklanjuti
eksternal Persentase pemanfaatan databased
untuk pemeriksaan baik oleh Badan 80%
Pengawasan maupun Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK)
Persentase penurunan pelanggaran }1
kode etik oleh aparat peradilan 50%
Terwujudnya transparansi | Persentase jabatan yang sudah
pengelolaan SDM lembaga | memenuhi standar kompetensi sesuai 50% |
peradilan berdasarkan | dengan parameter obyektif
parameter obyektif =
Persentase Hakim yang telah memiliki 100% |
sertifikasi spesialisasi keahlian i
Persentase  pegawai telah | 100%

yang
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mendapatkan pengembangan |
kompetensi J

Pedoman Persentase SDM yang
promosi dan mutasi berdasarkan

parameter obyektif ok
Meningkatnya pengelolaan | Persentase terpenuhinya kebutuhan
manajerial lembaga | standar sarana dan prasarana yang
peradilan secara akuntabel, | mendukung peningkatan pelayanan | gqo,
efektif dan efisien prima ‘f

Persentase peningkatan produktifitas
kinerja SDM (SKP dan Penilaian| 80%
Prestasi Kerja) |
Ditetapkannya Surat Keputusan Ketua
Mahkamah Agung tentang Penerapan

100%
Restrukturisasi Organisasi Mahkamah 00% |
Agung j
Terpenuhinya Opini Wajar Tanpa 100% |
Pengecualian (WTP) |

Persentase hasil monev dan hasil
review yang dijadikan feedback untuk | 70%
analisa kebijakan

Persentase tercapainya target kegiatan
prioritas yang mendukung pelayanan | 80%
prima peradilan
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BAB III e

AKUNTABILITAS KINERJA

A.  Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Sampit

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Sampit
dilakukan dengan melakukan perbandingan antara target pencapaian
indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Pengadilan
Negeri Sampit dengan realisasinya, atau dengan kata lain membandingkan
antara rencana kinerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi
kinerja (performance result) yang dicapai organisasi. Selanjutnya dilakukan
analisis terhadap penyebab terjadinya perbedaan kinerja (performance gap) yang
terjadi, serta tindakan perbaikan yang diperlukan dimasa mendatang. Metode
ini bermanfaat untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan misi
organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan.

Tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Sampit tahun 2017
berdasarkan hasil pengukurannya dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai
berikut :

1. | M '

eningkatnya a. | Persentase mediasi yang . 0 0
penyelesaian menjadi akta perdamaian N
perkara b. | Persentase sisa perkara
tahun lalu vang
diselesaikan |
- Perdata 25 27 »08
- Pidana 120 124 | 1033
c. | Persentase perkara yang ‘
diselesaikan ;
- Perdata : Gugatan |30 21 ' 70
Permohonan | 350 354 101,
-Pidana : Biasa/Khusus | 500 404 | 808
Singkat | 5 4 | 80
Cepat i 25 21 | 84
Lalu lintas | 7000 6949 | 9927
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d. | Persentase perkara yang
diselesaikan dalam jangka
waktu maksimal 6 bulan

l

8000

7753 | 96,91

e. | Persentase perkara yang
diselesaikan dalam jangka
waktu lebih dari 6 bulan

10

Peningkatan
aksepbilitas
putusan Hakim

Persentase perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum :
Perdata :

- Banding

- Kasasi

- Peninjauan Kembali
Pidana :

- Banding

- Kasasi

- Peninjauan Kembeali

15
10
10

10
10

16 1066
11 - 110

6 - 60

Peningkatan
efektifitas
pengelolaan
penyelesaian
perkara

a. | Persentase berkas vang
diajukan banding, kasasi
dan PK yang disampaikan
secara lengkap

50

b. | Persentase berkas yang
diregister dan siap
didistribusikan ke Majelis

8000

7753 | 96,91

c. | Persentase penyampaian
pemanggilan sidang dan
pemberitahuan isi
putusan  tepat waktu,
tempat dan para pihak

1000

804 | 804

d. | Persentase penyitaan tepat
waktu dan tempat

600

601 | 1001

e. | Ratio Majelis Hakim
terhadap perkara

8000

96,91

f. | Presentase responden
yang puas terhadap
proses peradilan

110

111 1009

Peningkatan
aksesibilitas
masyarakat
terhadap peradilan
(access to justice).

a. | Persentase perkara prodeo
yang diselesaikan

b. | Persentase (amar) putusan
perkara (yang menarik

yang dapat diakses secara
on line dalam waktu
maksimal 1 hari kerja
sejak diputus

perhatian masyarakat) |

Meningkatnya
kepatuhan
terhadap putusan
pengadilan

Persentase permohonan
eksekusi atas putusan perkara
perdata yang berkekuatan
hukum tetap yang
ditindaklanjuti
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6. | Meningkatnya a. | Persentase pengaduan 1 f
kualitas masyarakat yang 0 | 0 ' 0
pengawasan ditindaklanjuti |

b. | Persentase temuan hasil '
pemeriksaan internal dan 0 J 0 0
eksternal yang ditindak ?
lanjuti | i

7. | Peningkatan a. | Persentase pegawai yang | ' '
Kualitas  Sumber lulus diklat teknis yudisial | 10 | 7 70
Daya Manusia ﬁ

b. | Persentase pegawai yang 5 [ ’ | =n
lulus diklat non yudisial |~ ; .

B.  Realisasi Anggaran

Untuk mewujudkan sasaran tersebut diatas Pengadilan Negeri Sampit

mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 11.550.115.000,- perincian anggaran

beserta realisasinya adalah sebagai berikut :

Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya
Mahkamah Agung

Rp. 4.692.902.000

1. | Program Dukungan 5

Rp. 4.650.263.675

99,09

2. | Program
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur Mahkamah

Agung

Rp. 6.722.688.000

Rp. 6.721.569.539

99,98

3. | Program
Peningkatan
Manajemen
Peradilan Umum

Rp 134.525.000

Rp. 125481.920 |

93,28
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BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan
Negeri Sampit Tahun 2017 merupakan wujud akuntabilitas, kredibilitas dan
transparansi kinerja Lembaga Peradilan sebagai Pengadilan Tingkat Pertama.
Adapun pada LKjIP Pengadilan Negeri Sampit Tahun 2017 ini merupakan
LKjIP yang disusun oleh Pengadilan Negeri Sampit, yang bersifat me]apo-rkan
suatu bentuk pencapaian kinerja (performance result) selama kurun waktu tahun
2017 yang diperbandingkan dengan rencana kerja (performance plan)
Pengadilan Negeri Sampit tahun 2017.

Dengan menganalisa capaian kinerja Pengadilan Negeri Sampit tahun
2017 maka diharapkan adanya suatu langkah nyata untuk meningkatkan
kualitas kinerja Pengadilan Negeri Sampit sebagai Institusi Pengadilan Tingkat
Pertama yang lebih berwibawa, mandiri dan hasil putusannya yang lebih
mencerminkan rasa keadilan.

Dengan adanya LKjIP tahun 2017 ini dapat memenuhi kewajiban
akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengamtilan
keputusan guna peningkatan kinerja. Bagi Pengadilan Negeri Sampit, LKjIP ini
diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan
dan implementasi dalam Rencana Kerja (Operational Plan), Rencana Kinerja
(Performance Plan), Rencana Anggaran (Financial Plan), dan Rencana Strategis

(Strategic Plan) pada masa yang akan datang.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Sampit Kelas B Tahun 2017
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Terwujudnya Proses
Peradilan yang Pasti,
Transparan dan Akuntabel

REVIU KE - 3 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI SAMPIT KELAS IB

a. Persentase  sisa perkara  yang Jumlah sisa perkara yang diselesaikan Panitera Laporan Bulanan
diselesaikan : e e x 100% dan
- Perdata Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan Laporan Tahunan
- Pidana Catatan :
Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya
b. Persentase perkara : Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan Panitera Laporan Bulanan
- Perdata x 100% dan
- Pidan Jumlah perkara yang ada Laporan Tahunan
yang diselesaikan tepat waktu Catatan :
« Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang
harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk)
e Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan
ditambah sisa perkara tahun sebelumnya
» Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun
) - “berjalan - - R
c. Persentase penurunan sisa perkara Tn.1-Tn Panitera [ Laporan Bulanan
- Perdata x 100% dan
Pidana Tn.1 Laporan Tahunan
Tn = Sisa perkara tahun berjalan
Tn.1 = Sisa Perkara tahun sebelumnya
Catatan :
Sisa perkara adalah perkara yang belum diputus pada tahun berjalan
d. Persentase perkara yang tidak Perbandingan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Panitera Laporan Bulanan

mengajukan Upaya Hukum :
Banding

X IOO'X:
Jumlah Putusan Perkara

dan
Laporan Tahunan




- Kasasi

Catatan :

+ Upaya hukum = Banding, Kasasi, PK

s Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka
semakin puas atas putusan pengadilan

Persentase perkara Pidana Anak yang Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan secara Diversi Panitera Laporan Bulanan
diselesaikan dengan Diversi — x100% dan
Jumlah Perkara Pidana Anak Laporan Tahunan
Catatan :
Diversi : anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan,
melinkan sebagai korban
Index responden pencari Keadilan yang Panitera Laporan
puas terhadap layanan peradilan Index Kepuasan Pencari Keadilan Semesteran dan
Laporan Tahunan
Catatan :
PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004
tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit
Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor
16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap
Penyelenggaran Pelayanan Publik
Peningkatan Efektivitas | a. Persentase Isi Putusan yang Diterima Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu Panitera Laporan Bulanan
Pengelolaan  Penyelesaian oleh para Pihak Tepat Waktu —  x100% dan
Perkara Jumlah Putusan Laporan Tahunan
b. Persentase perkara yang disclesaikan jumlah perkara yang disclesaikan melalui Mediasi Panitera Laporan Bulanan
melalui Mediasi e — - x 100% dan
Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi Laporan Tahunan
¢. Persentase  berkas  perkara  yang Jumlah berkas perkara yang diajukan banding Panitera Laporan Bulanan
diajukan Banding, Kasasi, dan PK kasasi dan PK secara lengkap dan
secara lengkap dan tepat waktu x 100% Laporan Tahunan

Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding
kasasi dan PK




d. Persentase putusan perkara yang Jumlah putusan perkara tipikor yang Panitera Laporan Bulanan
menarik perhatian masyarakat yang Di upload dalam website dan
dapat diakses secara online dalam x 100% Laporan Tahunan
waktu 1 hari setelah diputus Jumlah perkara tipikor

yang dihapus
Meningkatnya Akses | a. Persentase perkara prodeo yang Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan Panitera Laporan Bulanan
Peradilan bagi Masyarakat diselesaikan — — x 100% dan
Miskin dan Terpinggirkan Jumlah perkara prodeo Laporan Tahunan
Catatan :
Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi
Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan
b. Persentase perkara yang diselesaikan Jumlah perkara yang diselesaikan diluar Panitera Laporan Bulanan
di luar Gedung Pengadilan Gedung Pengadilan dan
— — x 100% Laporan Tahunan
Jumlah perkara yang seharusnya
disclesaikan diluar gedung pengadilan
Catatan :
e Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum
bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan
e Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang disclesaikan di luar
kantor  pengadilan  (setting  plaatz, sidang  keliling maupun
gedung-gedung Lainnya)
¢.  Persentase Pencari Keadilan Golongan Jumlah pencari keadilan golongan tertentu Panitera Laporan Bulanan

Tertentu  yang  mendapat
Bantuan Hukum (Posbakum)

Layanan

yang mendapatkan layanan bantuan hukum
i x 100%
Jumlah Pencari Keadilon Golongan tertentu

Catatan :

e Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum
bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

o Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal)

dan
Laporan Tahunan




Meningkatnya
Terhadap
Pengadilan

Kepatuhan
Putusan

Persentase Putusan Perkara Perdata yang
ditindaklanjuti (dieksekusi)

Jumlah putusan yang ditindaklanjuti

jumlah putusan perkara yang sudah BHT
Catatan :
BHT : berkekuatan hukum tetap

x 100%

Panitera

Laporan Bulanan
dan
Laporan Tahunan




REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019
PENGADILAN NEGERI SAMPIT

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Negeri Sampit memiliki 4 (empat) Tujuan yaitu :
1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;

2. Terwujudnya penyederhanaan proses penangan perkara melalui pemanfaatan Teknologi Informasi;

3. Terwujudnya Pelayanan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan;

4. Terwujudnya pelayanan.

Terwujudnya kepercayaan | Terwujudnya proses peradilan yang | a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
masyafrakat terhadép sistem | pasti, transparan, dan akuntabel | b. Persentase perkara yang diselesaikan 80% | 85% | 90% | 70% | 90%
peradilan melalui proses | tepat waktu B I L
peradilan yang pasti, transparan | ¢. Persentase penurunan sisa perkara | 1% | _1_;?(,______3_51%_,___{(}‘_;:“ 0% |
dan akuntabel d. Persentase perkara yang tidak
mengajukan Upaya Hukum :
1) Banding N% | 0% | 0% | 0% | %
2) Kasasi 85% | 85% | 85% | 75% | 75%
3) PK 60% | 60% 70% | 65% | 65%
e I’t-—:rsentz?se perkara fldana Anak yang 30% | 30% | 30% | 30% | 30%
L . . | diselesaikan dengan Diversi S RPN R PRI S




f. Index responden pencari Keadilan yang 90% | %% | 90% | %0% | 90%
puas terhadap layanan peradilan
Terwujudnya  penyederhanaan | Peningkatan Efektivitas Pengelolaan | a. Persentase penyelesaian minutasi perkara
proses penangan perkara melalui | Penyelesaian Perkara sesuai dengan jangka waktu yang| 23% | 23% | 20% | 20% | 20%
pemanfaatan Teknologi Informasi ditentukan
b. Persentase Salinan putusan yang diterima 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
oleh pengadilan pengaju tepat waktu
c. Persentase perkara yang diselesaikan 59 59% s | 79% | 79%
melalui mediasi
Terwujudnya Pelayanan Akses | Meningkatnya  Pelayanan  Akses | a. Persentase  perkara  prodeo  yang 90% | 90% | 100% | 100% | 100%
Peradilan bagi Masyarakat Miskin | Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan diselesaikan
dan Terpinggirkan Terpinggirkan b. Persentase perkara yang diselesaikan di 3% | 93% | 90% | 90% | 90%
luar Gedung Pengadilan ’
c. Persentase Pencari Keadilan yang 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
terlayani melalui posyankum
d. Persentase identitas hukum yang , " .
o " S N 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Ter\'v'ujudnya pelayanan Meningkatnya kepatuhan terhadap | Persentase Putusan Perkara Perdata yang st | 0% | 7o I 0% | 90%
putusan pengadilan ditindaklanjuti (dieksekusi) ) i
Terwujudnya pelaksanaan | Persentase pengaduan yang ditindak lanjuti
ngawasan kinerja apparat peradilan
:I:cagra optimal b;k iﬁfernalpmaupun 100%: | 100% | 100% | 100% | 100%
- | eksternal B - B B S -’
) Meningkatnya pengelolaan manajerial | a. Persentase pengaduan yang ditindak 85% | 5% | 1700‘7 100% ]00;_
 Lembaga peradilan secara akuntabel, | lanjui [T [T U]




efektif dan efisien

. Persentase pengaduan yang selesai

ditindak lanjuti dan dipublikasi

85%

85%

100%

100%

100%

Meningkatnya transparasi
pengelolaan SDM, keuangan dan aset

Persentase  terpenuhinya  kebutuhan
standar sarana dan prasarana yang
mendukung  peningkatan  pelayanan
prima

75%

75%

80%

80%

80%

Persentase peningkatan produktifitas
kinerja. SDM (SKP dan Penilaian
Presentasi Kerja)

85%

85%

90%

90%

90%

Persentase tercapainya target kegiatan
prioritas yang mendukung pelayanan
prima peradilan

90%

90%

100%

100%

100%




